
BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG

TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Peruntukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menerima bantuan keuangan khusus
sebesar Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka mendukung pelayanan
publik dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pendanaan pengadaan perangkat KTP
Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan dokumen Pencatatan Sipil Lainnya pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019, sehingga perlu dilakukan penambahan pendapatan pada PPKD dan
penambahan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
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c.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
Kabupaten Aceh Tamiang terdapat kegiatan Pengamanan Pemilu Pileg dan Pilpres untuk Pembentukkan Tim dan
Penetapan Infrastruktur dimana untuk penyediaan Honor Petugas Linmas hanya terakomodir 4 (empat) hari kerja saja
sedangkan menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan waktu pelaksanaan tugas selama 10 (sepuluh) hari, sehingga perlu
penambahan anggaran honor untuk 6 (enam) hari kerja lagi sebesar Rp. 107.580.000,- (seratus tujuh juta lima ratus
delapan puluh ribu rupiah), dimana penambahan anggaran tersebut diatas bersumber dari pergeseran anggaran dari
kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor pada Honorarium,Pegawai/Tidak Tetap pada rincianjumlah
orang yang berpendidikan SD-SMU yang semula 162 orang menjadi 151 orang, sehingga perlu disesuaikan
penganggarannya mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019;

bahwa ada penyesuaian dan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran
2019 disetujui berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 900/0972 Tahun
2019, Nomor 900/0973 Tahun 2019, Nomor 900/1014 Tahun 2019, Nomor 900/1015 Tahun 2019, dan Nomor
900/1016 Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk
keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) yang telah beberapakali mengalami perubahan dan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rebublik IndonesiaTahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4502) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17.Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunandan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

19. Peraturan Pemerintah Noihor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

ÿ
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
yang teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan KeduaAtas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2007 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

31. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan UmumTahun 2019;

32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh diperuntukkan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019;
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33. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

34. Qanun KabupatenAceh Tamiang Nomor 15Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah KabupatenAceh TamiangTahun 2010 Nomor 15,Tambahan LembaranDaerah KabupatenAceh Tamiang Nomor
28);

35. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 3);

36. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
KabupatenAceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN
2019.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun'Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2018 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1,diubah sehingga keseluruhan Pasal 1berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a. Pendapatan
Rp1.semula

2. bertambah
Jumlah Pendapatan

b. Belanja
1. BelanjaTidak Langsung

a. semula
b. bertambah
Jumlah Belanja Tidak Langsung

2. Belanja Langsung

I

Rp.
1.315.250.882.019,00

133.500.000,00
Rp. 1.315.384.382.019,00

Rp.
Rp.

RP.

627.448.048.547,00
0,00

627.448.048.547,00

a. semula Rp. 755.185.123.472,00
b. bertambah Rp. 133.500.000,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 755.318.623.472,00

Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula Rp. 70.382.290.000,00
b. bertambah Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 70.382.290.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rp. 3.000.000.000,00
b. bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto Rp. 67.382.290.000,00
Sisa lebih pembiayaananggaran tahun berjalan Rp. 0,00

\ i1. Ketentuan.
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Iyang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Keija Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 4

Pasal II

I
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Pasal II

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarri
Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 27 2019 M
23 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

BASYARUDffl)IN

/

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 27

i
2019 M

23 1440 H

'BUPATI ACEH TAMIANG,ÿ„

MURSIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019 NOMOR
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